BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Kementrian ATR/BPN
menargetkan 126 juta bidang tanah bersertifikat diseluruh wilayah
Indonesia tahun 2025. Program ini merupakan program pemerintah pusat
yang merupakan bagian dari pelayanan masyarakat dan pemerintah Kota
Mataram mendapatkan target 5.000 sertifikat dari target tersebut akhirnya
terlaksana 2.000 sertifikat dan sudah dibagikan kepada pemilik tanah di 2
Kecematan. Program ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu
dimana mereka memiliki hak hukum untuk mendapatkan sertifikat. Secara
konsititional perlindungan hak kepemilikan termaksuk didalamnya adalah
hak kepelikan tanah. Konsekuensinya Negara akan bertanggung jawab,
melindungi, menghormati dan menfasilitasi masyarakat untuk
mempertahankan hak atas kepemilikan oleh setiap orang tanpa
diskriminasi.

2. Perlindungan masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh seluruh elemen
masyarakat lebih khususnya dipemerintah kelurahan. Selain pemerintah
kelurahan, pemerintah melalui peraturan perundang-undang telah berusaha
membantu warga masyarakat untuk memperoleh perlindungan untuk
mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan serta memberikan
jaminan hukum terhadap warga Negara maka pemerintah menekankan

pengurusan sertifikat atas tanah di kantor BPN atau melalui
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pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Di ketahui mekanisme pendaftaran
tanah dilakukan melalui kebijakan kepada Desa/Lurah, setiap warga
masyrakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dengan melaporkan
kepada pemerintah Desa. Mekanisme pendaftran tanah adalah dengan di
adakan registrasi kepemilikan hak atas tanah bagi setiap masyarakat.
B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada kementrian ATR/BPN mempermudah masyarakat
kurang mampu dalam mendapatkan sertifikat serta melindungi hak
kepemilikan atas sebagai mana yang di atur dalam perudang-undang.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk lebih
meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga memberikan pengetahuan

umum dalam memahami perlidungan hak milik masing-masing.
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